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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat untuk membahas perubahan substantif
yang diperlukan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dapat berfungsi
secara lebih efektif sesuai dengan tuntutan yang terus berkembang di dunia modern. Fokus utama
dari penelitian ini adalah pada mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan penggunaan
veto dan relevansinya dengan hukum internasional kontemporer. Melalui analisis yang
komprehensif, penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan veto saat ini dan mencari
pendekatan-pendekatan alternatif untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan di DK PBB.
Ditemukan bahwa mekanisme veto yang ada saat ini sering kali menghambat resolusi konflik dan
upaya perdamaian global, dan menyoroti perlunya reformasi yang signifikan. Rekomendasi yang
diberikan seperti membatasi penggunaan veto pada situasi-situasi krusial, meningkatkan
transparansi dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan peran negara anggota tidak tetap.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk mereformasi mekanisme
pengambilan keputusan DK PBB agar lebih adil dan sesuai dengan norma-norma yang ada,
memastikan pendekatan yang lebih demokratis dan efektif dalam menjaga perdamaian dan
keamanan internasional.

Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Hak veto, Reformasi DK PBB.

PENDAHULUAN

Fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meliputi berbagai aspek, seperti menjaga
perdamaian dan keamanan internasional, mempromosikan kerjasama antarnegara dalam
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, serta menangani isu-isu global
yang kompleks seperti perubahan iklim, kemiskinan, pandemi, hak asasi manusia, dan
konflik bersenjata. Sebagai organisasi internasional terkemuka, PBB bertujuan untuk
memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara-negara anggotanya dalam rangka
mencapai tujuan bersama yang mencakup pembangunan berkelanjutan, perdamaian yang
berkelanjutan, dan keadilan global.

Subjek utama pembentukan organisasi dunia ini adalah negara-negara pemenang
perang seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Uni Soviet, dan Republik Rakyat
Tiongkok, yang pada saat itu memiliki veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Veto yang dimiliki oleh 5 negara anggota tetap dewan keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa adalah suatu hak yang bisa dipakai untuk membatalkan suatu keputusan,
ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi yang telah dibuat. Veto
dibentuk oleh PBB dengan tujuan untuk membantu menegakan hukum internasional
dalam membentuk fondasi krusial dalam menjaga perdamaian global dan menyelesaikan
konflik di tingkat internasional. Sebagai kerangka kerja yang mengatur interaksi
antarnegara, hukum internasional menjadi pedoman yang penting dalam menegakkan
norma-norma, hak asasi manusia, serta mekanisme penyelesaian konflik. Dalam konteks
Dewan Keamanan PBB, hukum internasional menjadi landasan dalam pengambilan
keputusan terkait tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan
global (Utama, Mangku, & Yuliartini, 2020, pp. 208-219).

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah lembaga kunci yang
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bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Lukman,
2022, p. 285). Dewan keamanan terdiri dari lima anggota tetap Rusia, Amerika Serikat,
Tiongkok, Prancis, dan Britania Raya dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih setiap
dua tahun. Hal tersebut ditetapkan secara eksplisit dalam Piagam PBB Pasal 27 ayat 3
yang berbunyi: “Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an
affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent
members...”

Lebih lanjut, dalam pasal 27 ayat 3 menegaskan bahwa keputusan yang bukan
bersifat prosedural harus disetujui oleh sembilan anggota termasuk suara dari anggota
tetap. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat sipil
bertujuan untuk mengurangi penggunaan veto oleh P5 (Akbar, Andika, & Waryenti, 2023,
pp. 77-92). Inisiatif seperti Prakarsa Prancis-Meksiko dan Accountability, Coherence and
Transparency Group (ACT) berupaya agar anggota Dewan Keamanan tidak menolak
resolusi yang kuat yang bertujuan untuk menghentikan penggunaan kekuatan militer oleh
Rusia atas kejahatan perang, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana
lebih dari 100 negara mendukung usulan tersebut (Aisyah & Permanasari, 2021, pp. 113-
126).

Prinsip persamaan kedaulatan atau sovereign equality dalam pasal 2 ayat 1 Piagam
PBB menjelaskan bahwa negara mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dan
status yang sama dalam masyarakat secara internasional tanpa memandang perbedaan
apapun seperti sosial, politik dan ekonomi. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa
semua negara diakui kemampuan hukumnya dam memiliki hak yang sama. Selain itu
terdapat norma peremptory norm (juga dikenal sebagai jus cogens) dalam hukum
internasional, konsep ini memegang peranan krusial sebagai fondasi yang mendukung
prinsip-prinsip hak asasi manusia dan norma-norma yang diakui secara luas oleh
masyarakat internasional. Peremptory norms merujuk pada norma-norma hukum
internasional yang dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar yang tidak dapat dilanggar oleh
negara mana pun, tanpa pengecualian. Dalam praktiknya, kewajiban Dewan Keamanan
untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip sovereign equality dan peremptory
norms yang dianut oleh PBB tidak dapat dipenuhi selama veto masih ada. (Kokott J. ,
2011, p. 18)

Penggunaan veto oleh P5 telah banyak dikritik karena dianggap menghambat upaya
penyelesaian konflik dan menyebabkan stagnasi dalam mengambil kebijakan internasional
(Malone & Ugarte, 2012). Seperti pada kasus Suriah, Rusia dan Cina secara berulang kali
menggunakan veto untuk memblokir resolusi yang menargetkan pemerintah Suriah atas
tuduhan pelanggaran HAM dan penggunaan senjata kimia (Malone, 2015). Ini
menunjukkan bagaimana veto dapat digunakan untuk melindungi sekutu dan kepentingan
geopolitik daripada memajukan resolusi konflik (Falk, 2014).

Kritik terhadap penggunaan veto menunjukkan ketegangan antara kekuasaan politik
dan kebutuhan kemanusiaan dalam pengambilan keputusan internasional (Weiss, 2007).
Dalam konteks Suriah, veto oleh Rusia dan Cina telah menghambat upaya internasional
untuk mengatasi krisis (Malone & Ugarte, 2012). Sementara itu dalam kasus lIsrael v
Palestina, Amerika Serikat menggunakan veto untuk melindungi Israel, menunjukkan
bagaimana kepentingan nasional dapat mengatasi konsensus internasional (Mearsheimer
& Walt, 2007). Analisis ini mendukung pandangan bahwa reformasi mekanisme veto
diperlukan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas Dewan Keamanan PBB (Falk,
2014).
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian
hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter
Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai
berikut:

“Doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules
governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain
areas of difficulty and, perhaps, predicts future development” (Marzuki, Penelitian
Hukum, 2011, p. 237),

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang memberikan
fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, terutama terkait dengan
Dewan Keamanan PBB, veto, dan prinsip-prinsip hukum internasional yang terkait.
Pendekatan hukum normatif merupakan kerangka kerja analisis yang menitikberatkan
pada norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu konteks. Dalam kasus penelitian ini,
pendekatan hukum normatif mengeksplorasi norma-norma yang terkait dengan struktur
dan tindakan Dewan Keamanan PBB, terutama terkait dengan veto, serta prinsip-prinsip
hukum internasional yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh
mana praktik, keputusan, dan tindakan Dewan Keamanan sesuai dengan norma-norma
yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika veto terletak pada prakteknya yang tidak selaras dengan tujuan PBB
membuat veto tersebut yaitu untuk menjaga perdamaian dunia. Dalam Dewan Keamanan
PBB, lima anggota tetap (Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, Britania Raya)
memiliki veto yang memberikan mereka kekuatan untuk menghalangi persetujuan
resolusi, meskipun resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota lainnya. Dampak
utama dari penggunaan veto terletak pada kemampuannya untuk menghambat respons
internasional terhadap krisis global, terutama krisis kemanusiaan seperti genosida,
kejahatan terhadap kemanusiaan, dan konflik bersenjata. Penggunaan veto dapat
menghambat Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan yang cepat dan efektif
dalam melindungi keamanan dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia (Ardiansyah, H.
M., 2021).

Banyak pihak mengkritik sistem veto karena dianggap sebagai bentuk politik
kepentingan nasional yang mengutamakan kepentingan negara-negara anggota Dewan
Keamanan tertentu, sehingga mengorbankan kepentingan kemanusiaan global. Berikut
merupakan data mengenai jumlah veto yang telah digunakan oleh Negara Anggota Dewan
Keamanan PBB pada Periode 1946-2023 dan berpotensi melanggar norma dasar
peremptory norm dan jus cogens hanya untuk kepentingan nasional suatu negara (Security
Council Veto Report,2024).

Dalam konteks penyelesaian konflik, penggunaan veto oleh anggota P5 telah
menjadi sumber ketegangan yang signifikan dalam arena politik internasional. Sebagai
contoh, dalam kasus konflik di Timur Tengah, terutama terkait dengan isu Palestina,
Amerika Serikat telah menggunakan veto-nya untuk secara konsisten melindungi Israel
dari kritik dan tindakan PBB yang mungkin merugikan Israel (Quigley, 2010). Lebih
lanjut, penggunaan veto oleh anggota P5 bukan hanya mempengaruhi keputusan langsung
Dewan Keamanan PBB, tetapi juga dapat memberikan sinyal kepada komunitas
internasional tentang kebijakan luar negeri dan prioritas politik negara-negara tersebut.
Sebagai contoh, penggunaan veto oleh Rusia dalam mendukung pemerintah Suriah telah
menjadi perdebatan luas di dunia internasional, mencerminkan ketegangan antara
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kepentingan geopolitik Rusia dan respons internasional terhadap pelanggaran HAM
(Bellamy & Williams, 2011).

Dalam kasus lain, seperti konflik di Ukraina, penggunaan veto oleh Rusia dalam
menghalangi resolusi PBB yang mengutuk agresi Rusia di Crimea telah menunjukkan
dampak negatifnya terhadap integritas dan efektivitas PBB dalam menangani konflik
regional yang sensitif (Gowan, 2009). Melalui analisis kasus-kasus seperti ini, dapat
dilihat bahwa penggunaan veto oleh anggota P5 memiliki konsekuensi yang mendalam
terhadap keputusan dan respons Dewan Keamanan PBB terhadap konflik dan krisis
internasional. Dalam beberapa kasus, hal ini menghasilkan stagnasi dan ketidakmampuan
untuk bertindak secara efektif, sementara dalam kasus lain, penggunaan veto dapat
mencerminkan kepentingan nasional yang sempit dan mengabaikan aspirasi kemanusiaan
dan keadilan internasional. Oleh karena itu, reformasi mekanisme veto menjadi sangat
penting dalam upaya meningkatkan responsivitas dan efektivitas Dewan Keamanan PBB
dalam mengatasi tantangan global.

Shraideh (2017:135-145) menjelaskan bahwa salah satu usulan yang paling sering
dibahas adalah pembatasan atau bahkan penghapusan veto dalam kasus-kasus tertentu,
terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan
kemanusiaan. Beberapa negara anggota PBB, seperti Prancis, telah mendukung usulan ini
sebagai langkah untuk meningkatkan keadilan dalam Dewan Keamanan terhadap kasus-
kasus kemanusiaan (Fassbender, 2009). Di sisi lain, negara-negara seperti Rusia dan
Tiongkok secara konsisten menentang upaya untuk mengurangi kekuatan veto,
menganggapnya sebagai jaminan terhadap kedaulatan nasional dan kepentingan strategis
(Gowan, 2009). Selain itu, beberapa usulan lain termasuk peningkatan representasi
anggota Dewan Keamanan, termasuk penambahan anggota permanen baru atau
perwakilan regional yang lebih seimbang (Luck, 2003). Ini diharapkan dapat mengurangi
dominasi kekuatan P5 dan meningkatkan legitimasi dan keberagaman dalam proses
pengambilan keputusan.

Namun kenyataannya, upaya untuk mereformasi Dewan Keamanan dan veto masih
menghadapi banyak rintangan politik dan diplomatis. Beberapa anggota PBB dan
organisasi masyarakat sipil terus mendesak untuk akan adanya perubahan segera,
sementara yang lain tetap ragu terhadap kemungkinan keberhasilannya dalam menghadapi
oposisi dari anggota P5 yang dominan. Reformasi Dewan Keamanan dan veto merupakan
isu kompleks yang memerlukan pembahasan yang mendalam dan luas di tingkat hukum
internasional (Luck, 2003). Dengan adanya berbagai usulan dan pendekatan yang telah
diajukan, penting bagi komunitas internasional untuk terus bekerja sama untuk mencari
solusi yang dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi Dewan Keamanan sebagai
lembaga penjaga perdamaian global.

Berbagai proposal untuk mereformasi kekuasaan veto dalam Dewan Keamanan PBB
telah diajukan oleh berbagai negara, organisasi non-pemerintah, dan para ahli hukum
internasional. Proposal-proposal ini bervariasi mulai dari penghapusan total kekuasaan
veto hingga pembatasan penggunaannya dalam situasi tertentu, terutama dalam kasus yang
melibatkan kekejaman massal, genosida, atau pelanggaran berat terhadap hak asasi
manusia. Usulan-usulan tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mereformasi
struktur dan mekanisme Dewan Keamanan PBB agar lebih sesuai dengan realitas
geopolitik dan prinsip-prinsip hukum internasional kontemporer (Gowan, 2009:915-927).

Salah satu proposal yang sering dibahas adalah penghapusan total kekuasaan veto.
Ide ini didasarkan pada pandangan bahwa kekuasaan veto telah sering kali disalahgunakan
oleh anggota tetap untuk melindungi kepentingan nasional mereka sendiri, bahkan ketika
tindakan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan
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keadilan global. Penghapusan kekuasaan veto dianggap sebagai langkah yang paling
radikal namun juga paling efektif untuk memastikan bahwa Dewan Keamanan dapat
berfungsi secara demokratis dan adil (Gowan, 2009:915-927).. Namun, proposal ini
menghadapi tantangan besar karena memerlukan persetujuan dari semua anggota tetap,
yang tentunya enggan melepaskan alat yang sangat kuat ini dari tangan mereka.

Alternatif lain yang lebih moderat adalah pembatasan penggunaan kekuasaan veto.
Misalnya, beberapa usulan menyarankan bahwa veto tidak boleh digunakan dalam situasi
yang melibatkan kekejaman massal, genosida, atau pelanggaran berat terhadap hak asasi
manusia. Gagasan ini bertujuan untuk mencegah negara-negara anggota tetap
menggunakan veto untuk melindungi sekutu mereka yang terlibat dalam tindakan yang
tidak dapat diterima oleh komunitas internasional. Pembatasan semacam ini akan
membantu memastikan bahwa Dewan Keamanan dapat bertindak dengan cepat dan tegas
dalam menanggapi krisis kemanusiaan dan konflik yang mengancam perdamaian dan
keamanan internasional. Proposal ini didukung oleh banyak negara dan organisasi non-
pemerintah yang berpendapat bahwa keadilan dan kemanusiaan harus berada di atas
kepentingan nasional yang sempit (Gowan, 2009:915-927)..

Selain itu, ada juga proposal untuk memperkenalkan mekanisme override, di mana
veto dapat dibatalkan oleh mayoritas super di Majelis Umum PBB atau oleh anggota non-
tetap Dewan Keamanan (Hannay, 2008). Mekanisme ini akan memungkinkan komunitas
internasional untuk mengatasi kebuntuan yang disebabkan oleh penggunaan veto yang
tidak bijaksana. Misalnya, jika sebuah resolusi penting yang bertujuan untuk menangani
krisis kemanusiaan ditolak oleh veto, mayoritas dua pertiga dari Majelis Umum dapat
memutuskan untuk mengesahkan resolusi tersebut meskipun ada veto. Ini akan
memberikan jalan keluar bagi Dewan Keamanan untuk tetap berfungsi secara efektif
meskipun ada perbedaan pandangan di antara anggota tetap.

Proposal lain yang lebih teknis mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas
dalam penggunaan veto. Misalnya, anggota tetap yang berniat menggunakan veto harus
memberikan penjelasan rinci tentang alasan mereka, yang kemudian akan dibahas dan
dianalisis oleh Dewan Keamanan serta komunitas internasional. Ini akan memberikan
tekanan moral dan politik pada negara-negara yang menggunakan veto untuk alasan yang
tidak dapat dibenarkan, dan dapat mengurangi frekuensi penggunaan veto yang tidak tepat
(Hannay, 2008).

Argumen untuk penghapusan kekuasaan veto menggunakan kesempatan di mana
veto adalah faktor utama untuk tidak mengadopsi tindakan apa pun oleh Dewan
Keamanan dalam menangani masalah yang sedang dibahas untuk mendukung pandangan
bahwa penghapusan veto akan memungkinkan lebih banyak tindakan tertentu, seperti
meningkatkan kredibilitasnya dalam sistem hukum internasional. Hal ini menguraikan
sifat PBB di mana PBB menjalankan perannya untuk mendukung posisinya. PBB
memberikan atau mengambil legitimasi dari tindakan negara dengan mengeluarkan sebuah
resolusi. Fungsi ini sangat penting dalam membentuk sistem internasional dan
mengaturnya. Namun, veto melemahkan fungsi ini dengan memblokir resolusi PBB yang
diperlukan untuk menambah atau mengambil legitimasi dari tindakan yang dianggap
merugikan bagi sistem internasional.

Namun, seperti yang telah diindikasikan sebelumnya, anggota tetap Dewan
Keamanan memperoleh kekuasaan berlebih dengan sering kali memveto proposal yang
sama secara berulang-ulang, sehingga menghalangi tercapainya kesepakatan atau resolusi
yang penting untuk penyelesaian konflik. Penggunaan veto yang berlebihan ini
menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang mencolok di dalam struktur
Dewan Keamanan PBB, di mana beberapa negara dapat menggunakan hak veto mereka
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untuk melindungi kepentingan nasionalnya, meskipun hal ini mungkin bertentangan
dengan kepentingan komunitas internasional yang lebih luas dan prinsip-prinsip keadilan
dan perdamaian global (Afrilianti, D., et.al, 2021).

KESIMPULAN

Penggunaan veto Mekanisme pengambilan keputusan dan resolusi Dewan
Keamanan PBB yang menggunakan hak veto saat ini seringkali tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum internasional kontemporer. Penyalahgunaan hak veto oleh anggota
tetap DK PBB sering menghambat penyelesaian konflik dan upaya perdamaian global.
Oleh karena itu, diperlukan reformasi signifikan dalam mekanisme ini. Reformasi tersebut
harus mencakup pembatasan penggunaan hak veto hanya pada situasi yang benar-benar
krusial, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta memberikan
peran yang lebih besar kepada negara-negara anggota non-tetap dalam proses tersebut.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan DK PBB dapat berfungsi lebih efektif dan adil,
sesuai dengan hukum dan dinamika global saat ini.
Saran

Dalam kaitannya dengan veto, PBB harus merevisi proses pengambilan
keputusannya untuk fokus pada isu-isu penting, seperti keadilan menurut hukum
internasional dan pertahanan negara. Hal ini akan membuat proses pengambilan keputusan
menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan global. Kedua, PBB harus meningkatkan
transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang
lebih terbuka kepada organisasi non-pemerintah dan masyarakat internasional. Hal ini
akan meningkatkan partisipasi dan otoritas semua anggota PBB dalam proses pengambilan
keputusan. Terakhir, PBB harus mendorong dialog dan konsultasi yang lebih intensif
antara organisasi non-pemerintah untuk mencapai konsensus yang lebih terbuka dalam
pengambilan keputusan.
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